
1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Puskesmas Milik 
Pemerintah Daerah. · 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun- 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 
ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah; 
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18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 

16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29} sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 255); c: 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 
tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak 
Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi 
Kalirnantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556}; 

13. Peraturan ·Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5372); 

c 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
_Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Mempawah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG 
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN 
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA PUSKESMAS 
MILIK PEMERINTAH DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 97 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018 
(Berita. Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 
Nomor 97); 

23. 

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 
Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Mempawah 
Tahun 2017 Nomor 9); 

22. 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5). Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mempawah Tahun 2017 Nomor 6); 

c 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan dan 
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 761); 



12. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Rawat Jalan dan atau 
Kepala Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Mempawah. 

11. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar 
dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang 
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan. 

8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 
kepada setiap orang yang telah membayar ruran atau iurannya 
dibayar oleh pemerintah. 

0 

7. Puskesmas dengan Rawat Jnap adalah Puskesmas yang memiliki 
kernampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan 
kesehatan dasar, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat 
darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana fasilitas 
pendukung lainnya. 

6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, 
dan di Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi upaya kesehatan 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, atau pemeriksaan 
laboratorium kesehatan. 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya 
disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten 
Mempawah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan 
dasar diwilayah kerjanya meliputi Puskesmas Rawat Inap dan 
Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, serta 
Polindes /Poskesdes. 

c 

4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 
dibayar oleh pernerintah. 

3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Mempawah. 

Sekretariat Daerah, lnspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Palisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. 



(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Mempawah 
dengan mempertimbangkan : 
a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; 
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka 

mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; 
dan 

c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. 

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan 
sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar 
alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tiap Puskesmas ditetapkan 
sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. 

' - 

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya 
untuk: 
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

Pasal 4 

BAB III 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN 

Pengaturan Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional ditujukan bagi Puskesmas 
Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

Pasal 3 

(2) Peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan 
acuan kepada FK.TP dan unsur penyelenggara Program JKN dalam 
merencanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana 
Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. 

(1) Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai Pedoman FKTP 
dalam menetapkan besaranjasa kapitasi yang diterima oleh masing 
masing individu yang melaksanankan tugas di Puskesmas; 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 



(6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/ atau penugasan ke luar oleh 
Kepala Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dinilai se bagai berikut: 
a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan 
b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang 

diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. 

. porn. 

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas 
administratif sebagai : 
a. Kepala Puskesmas dengan latar belakang medis dan non medis, 

diberi tambahan nilai 100 {seratus) poin; 
b. Bendahara kapitasi JKN, diberi tambahan nilai (lima puluh) 50; 
c. Kepala Tata Usaha Puskesmas atau Penanggung Jawab 

Penatausahaan Keuangan diberi tarnbahan nilai 30 (tiga puluh) 

(3) Variabel Jenis Ketenagaan berdasarkan latar belakang pendidikan, 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai 
sebagai berikut: 
a. Tenaga medis (dokter/dokter gigi), diberi nilai 150 (seratus lima 

puluh) poin; 
b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners], diberi 

nilai 100 (seratus) poin; 
c. Tenaga kesehatan S 1 dan 04, diberi nilai 80 (delapan puluh) poin; 
d. Tenaga kesehatan 03, diberi nilai 60 poin; 
e. Tenaga non kesehatan minimal 03, tenaga kesehatan dibawah 03 

diberi nilai 50 (lima puluh) poin; 
f. Tenaga non kesehatan dibawah 03, diberi nilai (dua puluh lima) 

25 poin. 

(2) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 
dengan mempertimbangkan variabel: 
a. J enis ketenagaan berdasarkan latar belakang pendidikan, jabatan 

baik struktural maupun fungsional; 
b. Kehadiran. C· 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas. 

Pasal 5 

BAB IV 

JASA PELAYANAN KESEHATAN 



(4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. Pelayanan Kesehatan dalam Gedung; 
b. Pelayanan Kesehatan luar Gedung/Pusling; 
c. Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kelling, Ambulan; 
d. Cetak dan Alat Tulis Kantor; 
e. Administrasi keuangan JKN, Koordinasi, dan Sistem Informasi; 
f. Peningkatan SDM Kesebatan; 
g. Pemeliharaan ringan Sarana dan Prasarana; 
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang berkaitan langsung 

dengan Pelayanan Kesehatan; 

\ -- 

(2) Jika dipandang sangat mendesak maka pengadaan obat, alat 
kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan 
ketentuan pemesanan barang melalui Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat 
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. 

( 1) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
dimanfaatkan untuk: 
a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 
b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

--- 
Pasal 6 

BABV 
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

(8) Ketentuan mengenai Jasa Pelayanan diatur lebih lanjut dengan 
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah. 

jumlah nilai seluruh tenaga 
------------------------------------------------------- X jumlah dana jaspel 
jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang 

(7) ,Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga 
kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan 
menggunakan formula sebagai berikut: 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan 
pelaksanaan yang mengatur mengenai penggunaan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional yang telah ada tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Kapitasi 
ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah dan Kepala Puskesmas 
secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas 
lnstansi Pemerintah Kabupaten (lnspektorat Kabupaten) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

BAB VII 
PEMBINAAN' DAN PENGAWASAN 

(2) Untuk penerbitan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja (SP3B) pengelolaan Dana Kapitasi JKN harus dilampiri 
Pernyataan tanggungjawab dari Kepala Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya 
disampaikan kepada Kepala BPPKAD sebagai bahan untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

(1) Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Kapitasi 
Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana perlu melampirkan Buku Kas 
Umum, SPJ, Realisasi, serta Surat Tanggungjawab Mutlak Kepala 
Puskesmas. 

Pasal 7 

BAB VI 
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

I 

,• 
' 

c 

.. 



empawah 
2018 

BER!M C,-1!1 :0;1-sur~nrn MEMPAWAH 
TAHUN ••••••• L NOMOR ••••• LB . 

r 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mempawah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

-, 
• . 


